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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa,

konflik dan perkara pertanahan, telah ditetapkan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan

Penanganan Kasus Pertanahan dan Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2013

tentang Eksaminasi Pertanahan;

b. bahwa peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

dipandang belum efektif dalam penyelesaian sengketa,

konflik dan perkara pertanahan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional tentang Penyelesaian Kasus

Pertanahan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5079);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3643);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3696);
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8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara

dan Hak Pengelolaan;

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG

PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau

Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan

penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.
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2. Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa

adalah perselisihan pertanahan antara orang

perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak

berdampak luas.

3. Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah

perselisihan pertanahan antara orang perseorangan,

kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau

lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah

berdampak luas.

4. Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah

perselisihan pertanahan yang penanganan dan

penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

5. Pengaduan adalah laporan atau keberatan yang diajukan

oleh pihak yang merasa dirugikan, kepada Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas

kasus pertanahan.

6. Paparan adalah diskusi yang dilakukan oleh Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian Kasus

Pertanahan.

7. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik

melalui proses perundingan untuk memperoleh

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

8. Mediator adalah pihak yang membantu para pihak dalam

proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan

penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan

cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

9. Tanah Aset adalah tanah Barang Milik Negara/Daerah

dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh

Negara, yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah

tanah yang tidak dilekati sesuatu hak atas tanah dan

bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan

Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

11. Penggunaan Tanah adalah pola pengelolaan tata guna

tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan
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pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi

pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan

yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu

kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara

adil.

12. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah

Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan.

13. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri

adalah Menteri yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agraria/pertanahan.

14. Direktorat Jenderal yang selanjutnya disingkat Ditjen

adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai

tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanakan

kebijakan di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan

perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang dan

tanah.

15. Direktur Jenderal yang selanjutnya disingkat Dirjen

adalah Pimpinan Unit Kerja Eselon I pada Ditjen.

16. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang

selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi

vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang

berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada

Menteri.

17. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang

selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah BPN adalah

Pimpinan Unit Kerja Eselon II pada Kantor Wilayah BPN.

18. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan

Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di

bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri

melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

19. Kepala Kantor Pertanahan adalah Pimpinan Unit Kerja

Eselon III pada Kantor Pertanahan.
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